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ABSTRAK 

 

Oleh  

M. SOPARID MAULANA  

 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa kecelakaan 

yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara 

selama enam tahun dengan denda sebesar dua belas juta rupiah. Namun dalam 

putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns hakim memutuskan terdakwa dijatuhi 

hukuman selama satu tahun empat bulan penjara dan denda sebesar lima juta 

rupiah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Pertimbangan 

Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns tentang 

Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya 

Nyawa Seseorang serta Apakah Akibat Hukum atas Putusan Nomor 

458/Pid.Sus/2018/PN.Gns. 

Pendekatan Masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Metode Pengumpulan Data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data 

yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung 

Sugih, serta Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung.  

 

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Dasar pertimbangan 

hukum hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang 

menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam putusan nomor 

458/Pid.Sus/2018/PN.Gns terdiri dari pertimbangan yuridis dimana semua unsur 

telah terpenuhi, pertimbangan filosofis yaitu tindak pidana yang dilakukan 

merupakan suatu jenis kelalaian atau alpa karena melakukan pengereman secara 

mendadak ketika mengemudikan kendaraan sehingga menyebabkan orang lain 

meninggal dunia serta pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan 

dan meringankan atas diri terdakwa. Akibat hukum atas putusan nomor 

458/Pid.Sus/2018/PN.Gns adalah berdasarkan fakta persidangan mmajelis hakim 

memutus perkara tersebut dengan menjatuhi pidana yang lebih ringan terhadap 

terdakwa dari ketentuan dalam Pasal yang dilanggar.  
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Saran dalam penelitian ini adalah bagi para penegak hukum khususnya hakim 

tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa  Penuntut Umum dalam 

menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan 

keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang 

timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, 

menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. 
 

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Tindak Pidana, Kelalaian Berlalu 

Lintas.  

 

 

 
 


